PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMA
EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF BULGARIA ON ECONOMIC COOPERATION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwadi Lombok, padatanggal 19 November 2009 Pemerintah Republik
Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Kerja Sama
Ekonomi (Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria on Economic
Cooperation), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasa 4 ayat (1) dan Pasa 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : ...



Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERIN-
TAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
BULGARIA ON ECONOMIC COOPERATION).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Kerja Sama Ekonomi (Agreement
between the Government of the Republic of Indonesia and the Gover nment
of the Republic of Bulgaria on Economic Cooperation) yang telah
ditandatangani pada tanggal 19 November 2009 di Lombok, yang naskah
aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, dan Bahasa Inggris
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, dan Bahasa Inggris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam
Bahasa Inggris.

Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 21 Juni 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 21 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 80
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REPUELIK INDONESIA

PERSETUJUAN
AMTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA
TENTANG

KER3JASAMA EKONOMI

Pemerintab Bepublix Indenesia dan Pamarintah Republih Bulgaria (sslanjuinya
diseput “Parz Pihak™],

Mengakyi bahwa k2anggetaan Repubiik Bulgaria dalam UE dan kawajisan Republik
fulgaria sebagal konsekuensinyz meansyaraikan perbaixan dan paniziasan lebin
lanjut kontrak dar dasar hukum hubungan ekonom:d bilateral,

Menegaskan keinginan mareka uatuk mengembangkan camgak posisif husungan
ekonomi tradisicnal mereka,

tdenyatakan kasizpan untuk bzkeriasama dzlam mensmukan zlat-a at dan cara-
cara  wuntuk  mamoerkest deo mengembangkan kerjasama yvang saling
mienguatungkan,

Mempertimbangkan hak-hak dan  kewsjibzn-kewszligan  yeang berzsai dar
Persetujuan Aksest yang ditandatenzani peda tangeoal 25 April 2005 antzre
Masyarakal Eropa dan Nzgarz.negare Anggotanys, i satu sisi, dan Repubilix
Bulaaria ¢i sist lain,

Mempearcayalt bahwa  Aksesi Reoublik Buloaria ke dalam Uri Eropz 2kan
memberkan kassmoatan-kasempatan baru untuk memparlues karjeésams a<anomi
bilateral,

Meyakini hahwa Perseiujusan ini akan memoerikan kontribesi pada pengembangan
huSungan ekoncmi antara mereka dalam kenyataan yang baru dan scgare khuasus
uatuk memajukan kerjzsama perdagangan, ekonomi, teknik, dan teknalogt yang
saling menguntungkan,

Sesuzi denoan hokuem-hoekum dan peraturan yang berlaku di masing-masing
negara,

Telah menyetujui sebagai berikut:

LRI oy 3.
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FPasal 1

Para Pihak-akan memberikan kontribusi untuk mengembangkan dan meampertuas
kerjasama ekonomi yang saling menguntunglkan. )

Pasal 2

Para Pinzk akan melakukan upaya-upaya untuk mengembahgkan kerizsama
bilateral mereka sacara juas, khususnyz di bidang-tidang yang tercantum pads
Pasal 4 dari Persekujvan ini.

Pazal 3

Para Fihak zkan meagembangkan dan memparluas keriasama eskonomi mereka
melalui  pelaksanazn tindakan-tindakan yang tercanturn  datam Fasal 5 dar
Fersetujuan ini.

BAEBE 11
BIDANG-BIDANG KERIASAMA

Pasal 4
Bidang-bidang dar kerjasama ekonomi ini akan rrieliputl' namar tidak tarbaras
paca:
1. Industri:

— Perzlatan berat;
- Metslurgi (besi dan non-besi};
— Mesin pengalahzn makanan;
— Elgktroaik dan mesin-masin listrik
— Pawrokimiz dan Peryulingan minyak;
— Induskri kreatit:
— Pembangunan k2pas:itas sumber dayze manusia bagi industri:
2. Pertanian: :
— PFrodu%si panen dan pembiakan bibit ternak;
= Industri makanan;
. Kehutanan;
4, Sekior energi dan mineral;
5. Penelitian dan pengembangan;
6. Konstruks: dan indusiri bangunan;
7. Felekomunikzasi, komputer dan informatika;
d. Perbubungan dan logistik;
9. Perlindungan lingkungan hidep;
10. Pariwisata;
11. Penanaman modal;

"12. Kerjasama UkM;
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13. Kesehatan;
14. Ilmu Fengetahuan dan Teknolegi

Pasal 5

Dengan maksud untuk memperluas gan mengintensifkan kerjasama ekenami, Para
Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang mencakup:

1. Memperkuat Kerjasama ekonomi dari institusi-institusi pemerintah, organisasi-
organisasi profzsional dan kalangan bisnis, kamear-kamar dagang dan asosizsi-
asosiasi, badan-baden wilayah can lokal, termasuk pertukarzn  informasi

ekenomi, berdasarkan kepentingan bersama, seta kunjuenaari-kunjungan -

timbal balik wakil-wakil institusi-institusi dan bisnis dari Para Pihak;
Manyedigkan insentif entuk membantuk kontak-kontak bisnis baru  dan
memajukan kontak-kontak bisnis yvang telzh ada, mempremosiban konkak-
kantak bersarma dan Kunjungan-kunjungan perorangan dan para pengusaha;
Pertukaran  fformasl  bisnis, kzikutsertaan dalam  pamzran-pameran
internasional, menyediakan dantuzn untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan
bagi wakil-wakil bisnis, seminar-seminar, konferansi, dan simposiur:
Mezmberikan kontribus] bagi peran yvang lebih luas dari bisnis usaha kel dan
maaengah dzlam hubungan ekonomi bilatzaral;
Kerjzsama di bidang pemasaran, jasa-jasa konsuliasi dan ahli di bidang-bidang
yang meanjadi kepentingan bersema; ’
Mengembangkan huabungan dan kerjasama ingtitusi-institusi kewangan dan
parbankan yang lebibh erat;
Menyvediakan bantean bagl perngsmbangan kegiztan  penznaman model
Bilateral;
Menyedizkan Daniuan Lagi pembukean perwakilan-perwakilan dan cabang-
canany perusasaan dari Para Pihaks
Memoromosiken Kerjasarma internasional;

. Mzmajukan kejasama mengengi pasar-pasar negarz wetigs;

- Taformasio pertukaran progeam-program  dans proyek-proysk, mendorong
keterlibatan pera pengusana d2lam pataksanaaniys.

EAB IT1
BADAN-BADAM PELAKSANA

Pasal &

Bect masing-mazing  Pihak  insticusi-institust  besikut  Inl akan  menoawasi
palakzanazn Perseiujuan ink:

a)  Uatpk Republie Incdongsia, Kementesian Keordinator Sidang Parekonamian;

Pl Urtuk Republik Bulgaria, Kementeran Ekonomi, Energi dan Pasiwisats,




BEAR IV ;
KOWISI EERSAMA KERJASAMA EKONOMI

Fasatl 7

1. Komisi Barsama Ekonemi (selanjutnya disebut “Komisl Bersamza") dengan ini

dibentuk oleh Farz Pihzk dangan maksued untuk melakukan koordinasi erat dan
konsultasi zntara Para Pihak dalam rangka mencapal tujuan-tujuan dari
Persatujuan ini. Kumisi Bersama akan melakukan pertemuan sacara rutin pada
tingxat Pejabat Senior  dan  partemuzn-perternuannya  dissleaggacakan
bergantian di Repuklik Indonesta dan di Republik Bufgaria, kecuali disepakati
{zin dalam kasus-kasus khosus,

2. Komisi Barsama dapal membentuk sub-suf komite atau kefompok-kelompok

kerja jika dioandang perlu. Komist Bersama dapat mealibatkan wasil-wakil
organisasi-organisas dan institusi-lnstitesi vang relevan serka wakil-wakil bisnis
tingkat tinggi dar n2gara-negara Para Pinak, sebagaimana lazmnya, untuk
membantu pelaksaneaan Persetujuan Ini. Hal ini dapat mencakup ksikutsertaan
sekbar swasta dalam kelompak-kelompok keda khusus,

3. kecuali Komisi Barsamz memutuskan lain, para Ketua Bersama, yard akan

terdiri cart wakil-wa%il dari pihak Indonzsia danm pihzk  Bulsaria, akan
menyampaikan kepada Komisi Barsama, pada setiap pertemuan, laporas
pertemuen-garteruan rckinnya yang mencakup kegiatan-kagiatan sub-kamite
atau kelompok-kelompok Kerja yang dibentul melalyi Persetejean ing,

Fasal B

Dalam kergncka hukum-hakum dan perzturan-persturan yang beriakye di masing-

masing Meoara dari Para Pihak, topik-topik beriktut sacara khusus manjadi lendasan

kegiatarn-kegiatzn Ko isi Barsema:

1. Pertukarzn pendzpst tentang rmasatan-maselah meakrosksromi df kedua
Negars;

2. Masalah-masaiah yang timbal delam kaitan dengan kegiatan-kegiatan bisnig
dan p=nasaman madal;

3. Promosi ksriaszami: ckonomi, industri dan pzmbangunan antzra individu dan
badan-hadan hukem dari negara-negara Parz Pihak;

4. Topik-tonik lain yang relevah vang disepaketi sleh Para Pihak

Pasal ©

|-

Komisi Gersama akan melakukan perfemuan pada wakiu wvarg diszpakat
antara Pora Pihak melalui saleran-szluran diclormatik, secara bargentian di
; Repubiik Indonssia dan di Regublik Bulgaria,

2. Para Ketua Bersama akan manvepakall germintzen can agenda dar tiap-tizp

petemuan Komisi Barsama paling lambat L {saty) bulan sebelumnya,

3. Masalah-maszlah vang tidek secara eksplisit dicantumkan datam agsnda awal
dapat dibahzs pada saat pertemuizan Kamisi Bersama atas persetujean para
Ketua Bersama.
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4. Perternuan luar bizsa Komisi Bersama atau pzra Ketua Bersama-nya dapat

dilakukan atas usulan dari salan satu Para Pihak,
‘ 5. Para penasehat dan ahli daps: diundang pada pertemuan-psrtamuan Komisi
Barsama.

€. Bahaza kerja Komig| Barsama adalah Bahasa Inggris.

7. Catatan-catatan pertamuan axan dibuat pada setiap pertemuan cdan pada

3 pembahasan-pernbahasan dalam paremuan yang akan disusun dalarm Bahass

: Inggris,

: g Dalam jangka weakte antzra pertemuan-pertemyan para Ketuz Bearsama dari
komisi Bersama, atauw parz seXretaris atas suatu arahan cleh para Ketua
Barsama, akan membahas sscara opsrasional masalzh-masalah terkait kerja
Komisi Bersama.

BAEB Y
KETENTUAMN LATIN

v 2

Fasal 10

Persetujuan fmi tidak akan mempengarchi hak-hak dan Kewsjiban-kewzjan Para
Pihak zkibat persetajuan-persstujuan internasional [ainnya dimana  Repubiik
Indonesia dan Repubtik Belgaria menjadi pihak dansfateu darl keanggoiaen Republik
Bulzaria dalam UE.

N E A TP N SRR L U LA ¢ Pt 2T IR LE T STE ¥

3
4
i Pasal 11
5 Tambahan-tambzbhan dan protkal-pootokat Persetujuan ini 2kan menjadi bagizn
;1 vang tak terpisahkan dari Persebijuan int.
It
5 Pasal 12 3
4 Para Pikz% a%an =aling membzarikan pzriindungan kekayvzan intzlakteal sszuad :':'3:5
% derpen Perseifujuan tentang Aspax-gspek Hak Atas Kekzyaan Intelezbual yang i
2 terkaiz dangan Perdagangan, vang merunakan bagizit tak tarsiszhban daei
: Fersetujoan  Pembentukan Ocgarisasi Perdaosngan  Dunie, sate  perjanjian-
“. perdaniian inkernzsional lzinnys tantang kakayean intelekiozl, disane kedua Pinax :
menjadi pihak, J
'r (Y
% BAB VI
E KETENTUAN FENUTUPR P
&l Pasal 13 _
§ Para Pinak akan menyelasaikan malaiui negosizsi setizp perssalisihan yang muagkin %
s gmbul antara mareka mengenai pelaksznan danfatzu penafsiran ztas Persetujuan o
B . k|
] ini. E
‘; Pasal 14 ff
Perubahan pada Persabujuan ini akan dibuat mefalei persetujuan beérsama antara E
2 para Pinak yang dilakukan dalam protokol-protokol tarsendiri bagi  setiap :
_perubahan. - ;
:.::g-_._.-.-.1-.-.-_-_t:.-.-__-,,a_..._|~_ v ) s WIS e el D g 30T T P Ll ittt et P St o e e R 0 d i 8 S P ::-



Fasal L5

Persetujuan ini mukai berlaku pada tanggai diterimanya nota pembetitahuean

kKedua dimana Para Pihak memberitabukan bahwa prosedur Internal vang
diperlukan untuk pemberlakuzn Fersetujuan ini teizh dipenuhi.

2. Persetujuan inl akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan
dengan sendirinys diperpanjang untuk jangka wakiu vang sama, kecuali
kapanpun salah satu Pihak menyampaikan pemberitabuan tertelis menganal
niatiya untuk mengakhiri Persetujuan ini & {enam) butan sebalem pengakhiran
Persetujuan ini.

3. Masing-masing Pihak darl Persetujuan ini dapat mangakhiri Persetujuan ind,
melalul pemberitahean tertulie kepada Pihak lzinAva. Pengheatian tersebut

" mulai berlaku pada hari peartamea bulan keempat setalah tanagal diterimanya
pamberitzhuan oleh Pihak lainnys.

4. Pada tanggal mulai berlekunya Persetujuan ini, Fersetujuan F‘erd:iga.ngan

artara Pemarintaln Republik indonesia dan Pemearintah Republit Belgaria, yang

ditandztangani di Jakarta pada tanggzl 29 Jamuari 2004, dan Persetujuzn
antara Pemerintah Reputik Indenesia dan Pemerintah  Republik Ra¥yat

Bulgaria Tentang Eerjasama Ekonom: den Teknik, vang ditandatangani di Safia

pada tanggal 12 Okiober 1990, Garakhir.

5. Pengh=ntian Persatujuan int tidsk akan mempangaruhi keabsahan dar jangka
waklu program-pragrem dan proyek-proyek yeng sedang berjalan yang diboeat
berdasarkan Persetujuan i hingga terselesatkannyza program-program dan
proyek-proyel tarsebut kecuali Para Fihak memutuskan lain,

SEBAGAI BUKTI vang berfandatezndsn di Bawah ini, telah dbasi kuesez alen
Pemerintannyz masing-masing, telah mengnoatangan Parsebuiuzn jai,

DIBUAT dalam rangkag dea di Lombok, Indonasia pada hari kssambilan belas
sulan MNovznoos UE3nen Jua ribu osambilan da'arm Bahzsz  Indarzzia, 2anesa
Bulgaria, dan Bahasa Inggris, szlureh naskah memiliki kekuzatban hekun yarg sama,
Calam kzl terdaoat perbadezn penzfsiran, maka naskzbk dalam Bahasa Ingoris vang
berlaku,

UMTUK PEMERIMTAH
REPUBLIK INDONESTA

UNTUK FEMERINTAH
REPUBLIK BULGARIA

Eetno L.P. Marsudi
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa
Departemen Luar Megeri

Evgeni Angealoy
wWakil Menteri
Ekonomi, Energi, dan Pariwisata
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NT OEFGACSIGN AFFAIRS

ESFARTM
EPLELIC QF INIOMESMS

T
o

Mo, Df00372/02/201 0523

The Winisty of Foreign Affairs of tha Repufiic of [ndon=ziz p-‘ESen:s -i.ts
cemplimanis o the Embessy of Reauklic of Eu.-aria in dakarta and, with referencs to
Emiassy’s note no. BZJ 1035/2010 cated 12 Fesruary 2010, has the horour o inferm
tha fetter thet the improvemesnts of the languazs of tha indcnas?an;!e.:guaga dociimeant
of the Agreemsni behtwvean the Governmert of the Reoubliz of Indonesiz and the
Government of fhe Repabiic of Bul'gﬁ_r'ia on Ecotomic Cooparglion, sionsd i~ lombok on
12 Novambsar, 20082, goees no! rogure any amandmants 12 the Engrisn<anauase end

Blcerign-language dzcumants of ihe said doreameni,

Ths Ministry has fuihar ths honeos to kKindy requast the Bulgarizsn Govarmmean®'s
cordizl cooperation in giving wriiton conseat o the ahove meniionad imiziovamsn to the
lndonssiantanguaga cozument of the Agresmes’ &) ils ezriest conven’snes (o spoad up
th= raiification procsgs on the Indomosias Sids

Tha Minisiry of Forsign Alfsls of the Rapublic of Indonasia aveis itsal

of Bulgania in Jakana ths assurances
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Jakars, 18 FelrLary 20140

BRIy,

Embassy of the Republic of Bulgaria
Jakarta




Ternemahan

Kementerian Luar Megerl Republik Indonesia menyampaikan salam hcrmat kepada
Kedutaan Besar Republik Bulgaria di Jakérta dan, mertuk nota Keduwtaan no BE;IJ 1035/2010
tertanggal 12 Februari 2010. dengan hormat menginformasikan batwa perbaikan bahasa yang
dilakukan terhadab dokumen Bahasa Indoresia Persetujuan antara Pemerintah REpublik
Indenasia dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengeﬁai Kerja Sama Ekonorni, ditandatangani di
Lombok pada 18 November 2009, tidak memerlukan amandemen terhadap dokumen Bahasa
inggris dan Bahasa Bulgaria per;setujuan df.maksud

Kementerian Lgar MNegeri selanjutnya meminta dengan hormat kerja sama Pemerintah
Bulgaria untuk marmberikan persetujuan tertulis terhadap perbaikan dokumen Bahasa Indonesis
persetujuan tersebul di atas pada kesempatan pettama untuk mampercepat proses

pengesahan yang dilakukzan sihak Indonesia.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini uniuk sekall

lagi menyampaikan penghargaan setinggi-tingginyz kepada Kedutazn Besar Republik Bulgaria
di Jakarta.

Jakarta, 15 Februar 2012

Kedutaan Besar Republik Bulgaria

Jakarta
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“REPUBLIC OF BULGARIA™ ©© . '~

RUNISTRY OF FOREIGMN AFFAIRS
e

-

Mo 54-27-10

The Minisay of Fareipn Affhirs of the Republic of Bulzana presenis its
comipliments to the Embassy of the Republic of Indonesia in Softa and with reference
te the later’s Note Noo 48/1010/04 dated Febroary 4%, 2010, as well as dotes No.
DAUR2 LAD22010/39 of Fabruary 12", 2010 and No.A00535/03/2060:32 of March
15, 2010 of the Department OFFD[CigJ Affairs of the Tepublic of Tndonssia o the
Embassy of the Republic of Bulgasn in Jakarsta; has the honour 10 esmmuricats the
foilowing: -

The Ministry of Foreign Aflairs of the Republic of Bulparia hereby expresses

the Bulgarian gid2’s conscnl o the revired Indoncsiae lenguapgs version of the.

Agreement on Evonomic Coopéerstion between the Governinent of the Republic of
Eu!garig and the Goverrunent of the Eepublic of L""lﬁnl;‘.ala signed in Lombaok o
I\fov smber 197, 2029,

At the same: time the Bulpndan side would Hke to ence again point owt that ati
correelions i e Tudonzsian ext of the Aprcement, Boing salely grumeselical in
nature, widl eheainecdy nol affecr the subsianse of ity Bulvacian and Faglish taxts an
M

stated in Wo, INCORZLA2200073% of February ti"’, 2010 of the Deoparmment of
Forcign Atiais of the Republic of Indonssia.

Referring oo s MNaote Moo 542710 dated Febauary 16", 2040 and in
compliance with Articla 15 #1/ of the above Agrcoment the Minisloe of Foreign
Affairs ol the Republic of Bulzaria would be most grataful if the estecnizd Zmbassy
could inform it of the completion by the Indonesian sids of all pecessary procedure:
for the eniry inls foree of the Agroanent at it earliest convenience.

The hMinistry of Forzign Affaics of fhe Repoblic of Bulgaria avails itself of the

cppoTivnity 1o rorew to tic Embassy of the Republic of lndonssia in Sola the.

assurences of it Righast consideration. D, p.

Solia, {5 ek 2010

s

TG

THE EMBASSY OF
THE BREFLRIIC OF
INTIONESLA

SOFTA

03372 FRM.max
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REPUBLIX INDONESIA

Rektifikasi
PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA
MENGENAT
KERJTA SAMA FKONOMI

Pemenintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria. (selanjutnva disebut
“Para Pihak’™)

Mengakui bahwa keanggotaan Republik Bulgaria dalam UE dan kewajiban Republik

Bu[gaﬂa scbagal konsckuiensinya mensyaratkan pesingkatan dan perluasan hubungan
ekonomi bilateral yang bersifat kontraktu.-ﬂ dan berbaszis haloum,

Menegaskan keinginan para Pihak untuk mengembangkan dampak positif hubunean
ckonomi yang sudah ada,

Menyatakan kesiapan uniuk bekerja sama dalam menemukan cara-cara untuk memperkual

dan mengembangkan kerja sama vang saling menguntungkan,

Menimbang hak dan kewajiban vang timbul dati Persetujuan Aksesi yang dilandatangani
pada langpal 25 April 2005 antara Masyarakat Fropa dan Negara-negara Anggotanya, di
sate pihak, dan Republik Bulgaria di pihak lain,

Mempercayai bahwa Akscsi Republik Bulgaria pada Uni Fropa akan memberikan
peluang-peluang baru untuk mempertuas kerja sama ekonomi bilateral,

Meyakini bahwa Persetujuan ini akan memberikan kontribusi pada pengembangag
hubungan ekonomi antarz para Pihak dalam suasana yang baru dan khususnya untuk
memajukan kerja sama perdagangan, ckonomi, leknik, dan teknologi yang saling
menguniungkan, :

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara,

Telah menyctujui hal-hal sehagai berikut ;

:
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BABI
TUJUAN

Pazal ]
Para Pihak wajib memberikan kontribusi untuk mengembangkan dan memperluas kena
sama elonomi yang saling menguntungkan

Pasal 2
Para Pihak wajib melakskan upaya-upaya untuk mengembangkan kerja sema bilateral

secara [uas, khususnya di bidang-bidang sebagaimana diuraikan datam Pasal < Persetujuan
ini

Pasal 3
Para Pibak wajib mengembangkan dan memperluas kerja sama ekopomi melaiui
pelaksanaan kebijakan-kebijakan scbagatmana divraikan dalam Pasal 5 Persetujuan ini

BAB N :
BIDANG KERJA SAMA

Pasal 4

Bidung-bidang kerja sama ekonomi ini wajib meliputi tetapi tidak terbatas pada :
1. Industri: :

- Peralatan bceat;

- Moetalurgl (besi dan non-besi);

- Mesin pengolah makanan;

- Barang-barang elektromk dan mesin-mesin listrik;

- Petrokimia dan penyulingan minyak;

- Iadustri kreatif]

- Pengembangan sumber daya manusia di bidang industri;
2. Pertanian :
- Produksi hasil pertanian dan pembiakan bibit ternalk;
- Industii pangan;
Kchutanan;
Sektor energi dan mineral;
Penelitian dan pengembangan;
Konstruksi dan industri bangunan;
Telekonmunikasi, kotnputerisasi dan informatika;
Transportasi dan logistik;
Perlindungan lingkunzan hidup;
1. Trariwisata;
11. Penanaman Modal:
12. Kerja sama UKM,;
13. Kesehatan;
. llmu Pengetahuan dan Teknologi
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Pasal 5

Dengan maksud untuk memperluas dan mengintensifkan kerja sama ekonomi, Para Pihak
wajib melakukan kebijakan-kebijakan meliputi

1.

[ )

Mempetkuat kerja sama ckonomi antara lembaga-lembaga pemerintah, organisasi-
organisai profesional dan kalangan usalia, kamar dagang dan asosiasi-ascsiasi, badan-
badan di tingkat provinsi dan kabupatenfkota, termasuk pertukaran informasi ekonomi,
yang menjadi kepcntingan bersama, serta kunjungan borsama wakit-wakil dari lembaga-
lembaga dan pelaku nsaha dan Para Pihak;

Monyediakan insentif unfuk membentuk kontak usaha baru dan meningkatkan yang
telah ada, dengap meningkatkan kontak dan kunjungan bersama dari piliak swasta dan
para pengusaha; : -

Pertukaran informasi nsaha. keikutsertaan dalam pameran internasional, dengan
memberikan bantuan bag penyelenggaraan kegiatan untuk  para wakil usaha, seminar,
konferensi, symposium;

Memberikan kontribusi pada peningkatan peran untuk nsaha kecil dan mencngah dalam
hubungan ekonomi bilateral;

Kerja sama di bidang jasa pemasaran, konsuliasi dan tenaga ahli di bidang yane
menjadi kepentingan ersama;

Mengembangkan hutungan dan kerja sama vang lebih erat antara lembaga-lembaga
Keuangan dan perbankan;

Menyediakan bantuar, bagl pengembangan kegiatan penanaman modal bilateral;
Menyediakan bantuan untuk pembukaan kantor-Kantor perwakilan dan cabang-cabang
perusahaan dari Para Pihak;

Meningkatlkan ketja sama intemasional,

. Memajukan kerja sama di pasas-pagar negura ketiga;
» Informasi, pertukaran program-progrant dan  provek-proyek, dengan mendorong

keterlibatan para pengusaha dalam pelaksanaannya

BAB ITX
BADANDPELAKSANA

Pagnl &

Unluk masing-masing Pihak lembaga-lembaga berikut ini wajib mengawasi pelaksanaan
Persetujuan ini .

al,
b).

Untuk Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perckonomian;
Untuk Republik Bulgana, Kementerian Ekonomi, Lnergi dan Pariwisata

el

ALET SRREL U g




P, D1

= o

KOMITE BERSAMA BIDANG KERJA SAMA EKONOMI

: Pasal 7
Komite FEkonomi Borsama (selanjutnya discbut “Komite Bersama™) dengan ini
dibeutuk oleh para Pihak untuk menciptakan koordinasi dan konsultal yang erat antara
para Pihak dalam rangka mencapal tujuan-tujuan dari Persetujuan ini, Komite Bersama
wajib bertemu secara rulin di tingkat Pejabat Senior dan pertemuan-periemuannya
seharnsnya diselenggarakan secara bergantian di Republik Indonesia dan di Republik
Bulgaria, kecuali disepakati sebaliknya dalam kasus-kasus terteniw.
Komite Bersama dajat membentuk sub-subkomite atau kelompok-kelompok kerja
apabila dianggap perlu. Komite Bersama dapat melibatkan wakil-wakil dari organisasi
dan {embaga yang relevan serta wakil-wakil usaha tingkat tinggt darl Negara-negara
para Pihak, yang sesuai, untuk membantu pelaksanaan Persetujuan ini. Hal ini dapat
meliputi keikutsertaan scktor swasta dalam kelompok-kelompok kerja khusas.
Kecuali Komite Bersama memutuskan schaliknya, Ketua Bersamna, yvang wajib lerdin
darl wakil-wakil dar’ pihak Indonesia dan pihak Bulgaria, wajib memaparkan dalam
masing-mmasing laporan pettemuan rutinoya yvang mencakup kegiatan-kematan sub-
subkomite atau kelompok-kelompok kerja yvang dapat  dibentuk  berdasarkan
Persetujuan ini. -

Tazal &

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara
para Pihak, topik-topik tertentu berikut inj seharusnya membentuk dasar bagi kegiatan-
kegiatan Komite Bersama :

a}. Pertukcaran pendapal mengena 1su-isu ckonomi makre di kedua negara;

b). Isu-isu yang timbul sehubungan dengan kegiatan-kegiatanusaha dan penanaman modal;
cl.
perseorangan dan badan-badan hukuin dari negara para Pihak;

d). Topik-topik relevan lainnya yang disepakati barsama oleh para Pihak

Peningkatsn kerja sama eckonomi, industrial dan pembangunan antara orang

Pasal
Komite Bersama wajib bertemu pada saat, sebagalimana disepakati oleh kedua Pihak
melalui saluran diplomatik, sccara bergantian di Republik Indonesia dan Republik
Bulzaria
Ketua Bersama waji'y menvepakati permintaan dan agenda masing-inasing perlemuan
Komite Barsama tidak lebibh datri 1 {satu) bulan sebelumnya
Hal-hal vang belum disepakali sceara jelas pada agenda pendabuluan dimaksud dapat
dibahas pada perterrwan-periemuan Komite Bersama berdasarkan kesepakatan Ketua
Bersama
Suatu pertemuan luar biasa dari Komite Bersama atau Ketua Bersuma dapat
diselenpgarakan bercasarkan usulan darl setiap Ketua Bersama dimaksud
Para penasihal dan tenaga ahli dapat diundang pada pertemuan-pertemuan Kotmiic
Bersama
Bahasa kerja Komite Bersama wajib dalam Bahasa Ingpris
Catatan-catatan wajib dibuat dalam setiap pertemuan dan  pemizahasan  yang
diselenggarakan wajib dituangkan dalam Bahasa Inggns
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8. Dalam jangka wakiu antara pertermuan-pertemuan Kefua Bersama dan Komite
Bersama, atau sekretaris-sekretlaris berdasarkan arahan Ketua Bersama dimaksud, wajib

membahas mengenai isu-isy dasar operasional berkenaan dengan pekerjaan Komite
Bersama

BAB YV
KETENTUAN LAIN

Pazal 14
Persetujuan ini wajib tidak mengurangi hak dan kewajiban para Pihak yang timbul dari
perjaniian-perjanjian internasional lainnya di mana Republik Indonesia dan Republik
Bulgaria merupakan para pihak danfatan dan keanggotaan Republik Bulgaria datam UE.

Passal i1

Lampiran-lampiran dan protokol-protokol Persetujuan int wajib menjadi bagian vang tidak
terpisahkan daripadanya

Pasal 12
Para Pihak wajlb memberikan satu sama lain perlindungan kekayaan intelcktual sesuai
dengan Persetujuan mengenai Aspek-aspek 1lak Kekayaan Intelerkiual Yang Terkait
Dengan Perdagangan, yang menjadi bagian tldak terpisahkan dani  Persetujuan
Pemnbentukan Organisast Perdagangan Dunia (WTQO), serta peganjian-perjanjian
interpasional lainnya berkenaan dengan kekayaan intelektual, di mana para Pihak menjadi
pihak.

BATR VI
KETERTUAN AKHIE

Pasal 13
Para Pihak wajib menyelesaikan dengan cara perundingan seliap senpketa yang dapat
timbul antara para Pthak berkenaan dengan pelaksapaan danfatan peaafsitan atus
Persetujuan ini.

Paszal 14
Perubahan pada Persetuwuan ini wyib dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara
para Pihak vang dilakukan dalam protokol-protokol tersendini untuk masing-masing
perubahan.

Pasal 13
1. Persetujuan ini wajibr mulal berlaku pada tanggal penerimaan nota kedua di mana para
Pihak saling membentahukan bahwa prosedur internat yang dipersyaratkan untuk mulai
berlakunya Persetujuan telah dipenuhi,
2. Persetujuan ini wajit tetap berlaku untuk jangka wakiv 3 (lima) tahun, daa wajib secara
atomatis diperpanjang sesudahnya untuk jangka waktu yang sama,, kecuali setiap saat
salah satu Pihak mepyampaikan kepada Pihak lainnya suatu pemberitahuan tertulis
mengenai keinginannya untuk mengakbini Persetyjuan ini & (enam) bulan sebelum
pengakhirannya.
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3. Masing-masing Pihak pada Persetujuan ini dapat mengakhiri Persetujuar. ini, dengan
cara melahul suatu pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnys. Pengakhiran dimaksud
wajib mulai berlaku pada hari pertaina dari bulan keempat berikumya pada tanggal di
mapa pemberitahuan dimaksud telah diterima oleh Pihak lainnya.

4. Sejak tanggal mulal berfabunyz Persetujuan ini, Persctyjuan Perdagangan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria, vang ditandatangani
di Jakarta pada tangpal 29 Januari 2004, dan Perseiujuan antara Pemerin:ah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bulgaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi

- dan Teknik, yang ditandatangani di Sofia pada tanggal 12 Oktober 1990, wajib diakhiri,

5. Pengakhiran Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu
dari sctiap program dan provek yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan
Porsetujuan ini- sampai penyelesaian program-program dan proyek-proyek terssbut
kecualt para Pihak memutuskan sebaliknya.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan, yang diberi kuasa kepadanya olch masing-
masing pemernintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini.

IHBUAT rangkap dua i Tombek, Indonesia pada tanggal sembilan belas November tahun
dua ribu sembilan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, dan Bahasa Inggris, semua
naskah memiliki keaslian yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafuiran, naskah
Bahasza Ingeris vang wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESLA BULGARIA
TTD TTD
Retoo L.P, Marsudi Lvgeni Angelov

Birclkiur Jenderal Amerika dan Eropa Waldl Menteri Ekoonomi, [Energi, dan
Departemen 1uar Negeri Pariwisatia

|
|
i
i
|
i
i
!
!

:
4
I

e AR e o A e It e

PR LR R

P



REPUBLIK INGONESIA

CNOPA3YMEHME
3A
HEQHOMWMYECKO CBETRPYOAHWYECTRO
MEXAY
NPABUTENCTEBOTO HA PEAYBIUKA MHOOHE3I KA
n
NPABNTEJICTBOTO HA PEINYBNWUKA BBNTCAPHMA

MPEAMBIOJT

lpagwTencreeto HE Penyfnumka MHACHESWA W NpaslTENCTESTS Ha PenyBhlka
BenrapHa [Hapudady na-HaTaTe “loroeapallkTe ce CTpalu™),

Ceanapadiy, 92 OBNHONPABHOTO YnAeHcoreo Ha Penyfnuka Brarapua e
Esponelickia cuio3 M npoM3ITHYALLKTE oT TOB2 33 PenyGnuKks Bunrapun SagumKeHta
HAMCKBAT MO-HATaThUWHOTE TNOoACSPABAHE W YCLBBLRLUBHCTHEIHE HE A0CQBEOpHO-
NpaeHaTa Da3a Ha ABYCTLAHHWTE MKOHOMHYECHKW BEANMOOTHOLUBHNS,

floTavpxaasaliics TEEPADTU CY HAMepeHWe 02 PAa3bUBaT NO3MTHBHLTE CTRAH
Ha TERAHUWOKRHHWTE L1 MXOHOMWYECKH BIaHMODTHOWeH WA,

Hzpazspaly £30ATE FOTOBHOCT B TLOCEHETC Ha CPeACTES W HayWHM 3a
YKDEFBAHETO ¥ PASEUTHETO HA B3I2aUMHOMBFOAHOTO ChTRPYAHMYECTED,

Hmabten Oopensua NPABaT2 W 330LDKEHUAT, RPoMaTHYaK oT Qoropona sa
NPHCHLEAMHABRHE, MOANKCEH Ha 25 anpun 24005 r. Mexdy EBponeACKUTE oBUHOCTY 1
TEXHWTE CTPIHH-YAEHK, OT e2Ha cTpata, M Penybnuka BeArapua, oT ApYrs cTpaka,

Hapasasatinn yiexaeHneTo, Ye NpucseauHaABaHeTo Ha PenySnuka Bearapus
KbM EBRONENCKus Chibd U NPefocTaEn HOBM BLIMORHOCTH 3@ PasiuvpsBaHeTo Ha
ABYCTREHHOTD MKOHOMPYERCKS CLTRYOHWURLTEN,

Ypepens, ve ToBa CnopasyMeHHa e gonpkdece
HKDHOMUYECKHTE  BRBIKM  MoMAY TAX B HOBMTE YCAQBHR W

AKTHBM3KMPAHE HA B3aMMEOHIIDAHOTO ThProOBCKD-UKOHOMMYacKo,
TEXHONOMHYHO ChTRYAHKWYELTED,

2a  pazewTHE HA
g YacTHOST 23
TEXHHYECHD W

Crobpaassaiiny € © NpeobnanakalTe 2aKoHM B pasHopeaSn B CEOWTIE
CTEaHMW,

Ce JOrsBopixi, KAKTO crhenea:

PABHEN X
L{ENTH

unes 1

.ﬁumaapﬂmu‘re ce CTPEHK We cuAsficTeaT 32 paseuTHeTe W paauupﬂaaﬂe-rc
HA BAAMMHOMAMGAHOTS CH MKOHOMUYECKS CeTPYAHWYECTRO, |




Ynan 2

foroBapRuTe c& CTPaHY e NoNaraT YOWIUA 33 OChbU2CTEABAHE Ha WUPOKC

OBYCTDAHHO CuTPYAHUHECTES Npegu BCHMUYKD B oSnacTUTe, GOCSHYEHM B Yiaed 4 Ha
Tosa CnopaiyMedve,

Hnen 3

HorosapsAlMTe ce CTPaHW We PassEWEaT W pasltivpABaT MKOHOMUHECKaTo o
CbTRYAHWYSCTEC 4pe3 MNpWiaraHe Ha MepkuTe, [OCOYeHH B YAeH 5 oT TaAa
CnopazymMehue,

PABLOESN IE
OEBNACTH HA CBTPYAHHYECTED

Ynen 4

O6nacynie Ha MKOHOMWYECKS ChTPYAHHMYECTRO GReABa A3 BKNKINBAT, HO HE M
A2 €2 OrpaHUYEHW ¢aMo C: '

1. (poMULLIeHECT @
- ofopynBaHE 33 TEXKATA NPOMULLIEHDCT}
= MeTaaypraR {(Mepda u uBeTHE);
WPAHWTeNHD BXyCoBa NpRMKHWLEINEHOGT;
SNEKTPORHKA M BNEKTPHHECKE ChODhIKEHMA}
XMMHUYecka ¥ HedTon pepaSoreaTenda NROMKMLEINEHGCT]
-  THOPYECKE MHAYCTPHA ;-
HHAYCTRUWAL HAMPamaaHe.Ha Kanaudrer Ha Yosalkka NoTeRUMan,

2. LENCKo CTONEHCTBGS

-«  DPACTEHMEBBACTED H MUBOTHOBROCTRO,
-  XPRHWMTENHU-BKYCOBa NPOMAWNSHOGT;
3. Nopcko cronaHoTeo;
4, EHepreTHia ¥ NonssHy M3KonaeMm;
5. Hayddo-MIcnefoeaTesicka M pa3BoliHa AalHoCT)
6. CTPOMTERACTES W CTPOMTENHE NPOMMLITEHOCT)

7. TensKoMyHHWKILUNK, YU3HHCAHTENHE TeXHWKa Y MHdopHaTika)
8. TpaHcnopT M SCMCTyKa;

9, OnassaHe Ha OXOAHATA cped®;

10. Typuan;

11. HacspyaBadHe Ha UHBECTHUHUTE;

12. CoTPYAHKYeCTED MeXay MaAKK W CpeqHY NpednpyaTia;
13.3pasacnassaHe;

14.Hayka m TexHOROT WM.

Yneu 5

C orfneg paswipAeade U HHTEHIMWUKpaHe

Ha HEOHOMMYECKOTO
ChTPYAHUYACTBD, OoroBapaliMTe e CTPaHW L& NPearnpHeMar Mepkd, KouTe We
BRIOYBAT]

1. 3acuhpade HaE UKOHOMMYECKDTO ChTPYAHUHECTEG Ha NPaBUTEncTEsHWTE
MHCTUTYLUWH, NPDGIECUOHANEY OpPradM3aumMd M GM3HEC Cpead, TuProBcKy NanaT U
aCOUMAUMH, PErMCHaRHN™ ¥ MECTHW CRraHK3aUWM, BRIIOMUTENHD W PA3MAKaTa Ha
WKOHOMMHYECKE WHHOPMEUMA OT BIaMMEH MHWTEpec, KaKTo M B32AMHW BHadTM HAa
NP&cTABUTEAM Ha MHCTHTYUMMTE W BManeca Ha JorcsapAliMTe 8 CTPAHH ;.




2. QeurypsARaHe HA CTHMYAM 38 YCTAHOBABAHE HAa HOBW W CTHMY.AMPaHE Ha

ChillecrByBanTe BH3HeC KGHTAKTH; HAECLPYZREBAHE Ha BIAMMHWTE KOHTEKTHM K BHIMTH
Ha YaorHY AMda 1 NRpeanpuaMadiH;

3, PasMAHa Ha DusHec MH(DOPMALWA, YYACTUE B MAMOYHIADUAHH (aHAMPW W
HM3NOMEHNA, QCHTYPREAHE Ha CBOSHCTEBYE 323 OpraHU3MpaHeTd Ha CLSMTHR 3a
npegcTaslTenuTe Ha SH3Heaca, CeMuHapu, KoHeper UMy, CHMRO3UYMU}

4. flonpuHacAde 3a ysenuyasade Ha poOnATa Ha ManKus ¥ CpeaHmna GHIHEeC &
LBYCTPAHHHTE MKOHOMUYBCKHW GTHOLWEHKR]

5. CuTpyaHwuqecTtso B ofnacTra Ha MapKeTUHra,
EXCNEepTHHUTE YONyr B 08acTH OT BIaWMeH MHTEpec)

6. Pazauzale Hi No-BAHIKM OTHOWEHNS it CHTDYARUYSCTED Meway GAxKCBH #
PHHAHCOBA MHCTHTYLHY,

7. OQcurypseaHe
MHBECTUUMOHHM geitHocTH)

B. DourypABaHe Ha ChTAYAHMYECTED 28 OTKPUBAHETO Ha NPeaCcTaBMTensTaa
KNODHOBE HA KOMNEHME Ha SoresapatiMre <& CTRAHM;

8. NMooLpABaHE HE MeXROYHAPOAHOTD CRTPYAHWYECTEG;

10. NoouwpABaHE Ha CBTPYAHMYECTBOTO Ha NasapuTe Ha TPeTH CTPaHu;

11. PassMAHa M2 WHPOPMELUMA 32 NporpaMd M NpoeEkKTd,
YUILTHMETO Ha OpeanpdiEMaYyy NPU TAXHOTO NpWaarade,

KOHCYATEHTCKMTE W

Ha CLTRPYOHMHECTBD 3a& PazBWUTHETD Ha  ABYCTRaHHM

AOOLLPABAHE

PARLEN IIX
M3NBAHUTENHN OPTAHMU

Unen &

Bcaka egHa or DoroeapaluuTe ce  CTpaHK  TpsBBa A3 KOHTPOAYPA

WUBNLABEHHETS Ha HAaCTIRALLOTO CRapasyMaelise,
g/ Ot crpadHa Ha PenyBnuga WHAoHesawA,

MHHMCTEPCTEO HA HKOHOMHYECMTE OTHOLSH U,

Gf Or cTpana Ha PenyBnuka Benrapia KoopAWHKpaw aprad & MukdicTepeTas
H2 HKOHOMUKATA, EHERreTUKETa W TYDH3MA.

KOOpAMHUPAW oprad a

PASLEN IV
CMECEHA KOMMCUA 3A MKOHOMWYECKC ChTPYAHWHECTRO

YneH 7

1. CueceHaTa <OMMCUA 38 WHOHOMWYECKD CBTRPYOHWMYeCYBO (HIpudaHs no-
HataTeik ,CMeceHa HOMMOUR") e ceagageHa oT AolOBEPAWKTE €2 CTPaHK C ten
nocTurade Ha npo-TACHO CETPYAHWYeCTBO M KOHCYATELWA MEeMAY CTpadHdTe 33
YCMSLLHOTO M3NRAHEHHE Ha UenuTe Ha ToBR CcnopasyMedue, CMeceHaTa KOMHOUA
TpAGBa Ca Ce oprabiWaMpa w MpoBexaa Ha OnNpajel&Hd WMHTepEaAM OT BpeMe, Ha
ofMANHO HuBE, HA peayBal C8 NPUHLWED 8 PenySnkka Mngonesus M e Penybnuxa
BEArapHs, B CAyvaid be HAMa APYIv QOrOBOPEHOCTH NO OTORAHMW CNYYad,

2. CMBCEHATA KOMHCHA MOXE A3 Ch3AAAS NOAKOMUCHK WM paboTHH FPyhy,
@Ko Ce [OpeusHd Y¢ B HedBxoguMo. CHecaHaTa KOMWOWMRE MOXEe A3 BKAKYBS
APeacTaBHTanl Ha  ChOTBETHHTE  oOpTadM3aUMM H WHCTHTYUWMM, KakTa W
BHCOKONACTABEHK NPEACTABMTENW Ha GUaIHECA oT [loroBaphliMTe C2 CTPOHM, KOTATD &
YMEaCTHO, € Uen nodnoYarade H3IMbLAHEHWETO Ha Tosa Cnopasyuerue, Toka MOXE 43
BITKOYBE YHACTHE HA NPEACTABMTEMY OT YECTHHA CEKTOR B CrnayunanuIKpaHK paSoTHK
rpynv. e

3. B cayuail, ye CHaCeHaTa KoMMCHA He & CTHIHAana A0 apyre petteduda,
cuapescefaTenyTe, LKNIOKEAWM NPancTEBUTRNW  HA ' uHAOHesulickata M Ha

GLArapCkaTa LTpaHa, TPROEE /A2 NpeACTaBHT Ha PeacBHWTE CpRaldM ACKRanau,




B ¥YBEPEHWE HA MOPHOTO, zonynogfncaHuTe, HaaAnemRHD YN LA OW R
32 ToBa 0T ChOTOETHUTE NPRBMTEACTES, NOANMCAXKE Tosa CnopazyHenus,

METrOTBERO = JloMGoK, MunoHeaws Ha 19 dcemapd 2009 r., B Asa
CPHIMHANHK ek3eMNAipa Ha MHAOHEIWACKW, GLRrapokn M aHrMACKK e3dk,
BCUMKKM TeKCTREe C4 C efHaksa asTveHThyHoor. B cayvyaf Ha pasnwsivs
TOAKYBAHETO, aHrAMACKKMA TEKCT L8 € CUMTa 33 MepolaBeH.

KaTO
FIpkA

ZA TIPABMTENCTEOTO HA 3A MPABUTENICTEQTO HA
PEMYEMNMKA MHIOHEZNA PENMYBNYKA BBIArAPMA

FETHO MAPCY N
"TEHEPAJTIEH JIMPEKTOP
3A AMEPHKA W EEPOILA
B AEMAPTAMEHTA 3A
BpIUIHK OTHOWMEHNH

EBIEHM AHIEROR
ZAMECTHUMK-MUHNCTER
HA MKOHOMWKATA,
EHEPTETHKATA M TVPU3MA




ChABPKALLM M3NBAHEHNE HE ABHHOCTMTE OT NDAKOMUCHHMTE WNY paBoTHWTE rpynu,
Cb3AafeHK B paMKuTe Ka Toea CnopasyuveHHe.

Unen 8

B paMKHTE Ha 2aK0HA H 3aKOHOBWTE PISNOPEnSH b CLOTHETHHTS LhpXasy Ha
AcroBapaudre ce CTpaHW, cnedddTe TemMu B YacTHOCT TpASEa /Mda dopMupart
OCHOBRATA HA ,IIEI\&HCICTHTE Ha CMeCeHaTe KOMKHGHHA.

a/ oGMAKA Ra MEEHUR MO MABKPOUKCHOMUYECKHMTE BBNQOCH B ABRTE CTREHW

6/ EBEIHWKHINM EBNpOCH  PBLE  BPBLIKA € GH3HRC W MHBSCTHUMOHHMW
MERONPVATHUA; . :

B/ HAckpYaEaHE® Ha HKOHOMMKATA, HHAYCTDUETE W pRIBMTHME  Ha
CoTPYAHHUECTEOTO Mexcny thHaMusCkl d phaKdecky AKLA Ha JoropapaunTe
ca CTPAaHM.

r/ APy Nogot-u TeMy, ChrnacyRaHg Mexgy AOroeapaliuTe ce cTpaHm.
Yrien 9

1. CHeceHaTta KoOMWCwa TpAGBa Aa ce NpOEEXMa NO BpeMe, ChrnacysaHo
Mesay folfOEapAWWTE Ce CrpaHd no AMAROoMaTHYECKK TeT, peayeaiike ce E
PenyEnuka MHAoHeans U B PenyBnuka Bvnrapua,

2. ThnpencegatenyTe TpAlBa fa Ce CHOpazyMeaT OTHOCHO CBMKBAHETS M
AHEBEHKWA P&l Ha CbheTEeTHaTa CRewa H2 XOoMWCHRTA, He NoO-KhiHo €T 1 meceqy
nhedeapuTesnHo.

3. BBENpOcH, KOWTO He ca M3pUHHG NoCTaserd B NpessapuTenHus NHeBeH peg
ad NpoBexpaHe Ha CHMaceHaTa KOMMOHMA, MOraT ga 5u03T AuCKYTHpady N0 BpeMe Ha
KOMHUCMATa NG AOMQERPEHOCT MEXOyY CepedceareniTe. . _

4, MHapuHpegHa cpewa Ha, CHeceHata KOMMCWA  MAM HY
cehipeacenaTENY  MoXe O Obhe  cbBMKAHA ho
chApecenaTennre.

5. ChESTHHUM W eKCNSpTHM MoraT 43 6hAaT NOoKaneHW NpK CRpeldTa Ha
CMeceHaTa KOMHCHH.

6, PECOTHUAT €3WK Ha CMeCeHaTa KOMMONA @ SHTAMACKY 83K,

7. 33 BCARE CPELLA U NPOBEgcHMTE HE Hed JMCKYCHH We ce BoAl NROToKoN,
CLETABEH HA 8HINMHMACKH 23Kk,

8. B nepuoga HMewsy CecHMTe, cunpelicenaTenkTe Ha CHMeceHITE KOMHCWS,
WM CeKpeTapuTe Nod PEROBOALTEOTO Ha ChlpescefaTefinTe, Thabsa na obce¥aaT B
arepaTiesH NAaH BLNPOCH, OTHACALLM ce AD padoraTa Ha CMEeCceHaTs KoMHUCKHA.

HEXHUTS
Ap&gnoweHnsa HA EBCEKH  OT

PAZLENV
APYCU PABNOPEREN

YneH 10

HacroswoTo CnopasyMeHHe He HaxbPHABA NPaBaTa M 3auaXeHusTa Ha
dorosapAuyre cz CTPEHHM, NPOM3ITHYALLW OT ApyTd ME&WOyHaponHd ACroBop, No

KoMTe Panybauka WHASHesHMA M PenyOauxa BRArapMA ©a <TpaHM, Raxto M
4YneHCTEOT: Ha PenyBiuka Bwarapua s EC,

YUnen 11

. TIPUNDKEHHMATE M NDOTOKOANTE KuM Tosa CNopasyMERnUe Ca HepasgenHa yacr
oT Herg, % - ‘




Hnaey 12

Bocaka oT [JorspapalliTe ce. CTPAH4  We  OCMIYPW  Ofla3eads  Ha
HHTenexTyanHata CODCTERHOCT B ChOTBRTCTBME Chi CNopasyMeHueTo 38 Chp3IaHuTe
C TuProsyvATa acnekTW Ha NpaBaTd sbpPxy WHTEREKTYalHaTa colcToeHLoT, MoeTo 8
Hepa3felHa vacT OT UnopasyMeHueTo 3a y4peasBaHe H3 CeeTosHaTa Thproscka
opraHvzauusn, KakT™ W 8B ChROTEBETCTEWMe C HPYMH MEXOYHApOOHW AOrceopy 32
HHTENEKTYaNHATA CODCTEEHOCT, N0 KOWTO ABETe CIpaHi CA AOrOSopHN CTPaHKU, -

PAROEN VI
SAKMNOUYNTENHYK PAZNOPED BN

Ymay 13

B CRy4anTe Ha BLEHMKBRHE Ha pasrornacks vexgy JoresapallrTe ce crpatm
BuB BPLAKa ¢ NPWIAraHeTs M ThAKYBAHETO HA HACTORWOTO CRopasyMEHWE, Te uje CE
PazpellasaT Ypes Nperosopy Mexay AorosdpaAluTe Ce CTpasi.

Yney 14

Mo eaauMHO ChrAacHe HMexay [orfCBapRALHTE CE8 CTpaHk B HarToRWaTe

CrngpazyMenne MOrar Az GvgaT BHECEHW WAMEHSHMA, KOUTO e SuaaT odopMAHK B
GTASAHH DPOTOKSN,

Ynen 15

1. Tesa CnopasyMaHie BAU3a B CWAZ B KA Ha NORYMaBAHETS Ha BYOPOTO
vBRnOMNEHWa, C KOSTD floropapilUMTa Ca CTpaHi oW NoTELPHOABAT, Y2 BhTPelHHTE
npoueaypd, HeoSXoAWMN 38 BAW3IAHE B CHNA HA CROpasyMesueTd, ca U3MehHeHu.

2. Toea cnopasyMedKe Le OCTOHE B CWa 32 NePHO4 aT 5 (NeT) FoaMHK M e
BLAs ABTOMBTHYWHD OPOOLAMEHD BNOCABACTBHE 34 ChlUMA Ngpdog, Ocee« ako o
BCAKD BREME, KOATO W L2 e foropapalla C2 CTRaHR; NPegans Ha ApyraTa NUcMeHD

MZEeCTHE 38 CEQeTs HAMepeHWs 43 NPSKpaTH Toea CnopasyMenie & (luec) meceua
npeak HerosoTo NPekpParasade,

2. Bcaka o7 [JoropaprlMte g€ CTRaHW MOoMe Ja  Npexpatv Toea
ChopasyMeHne Ype3 OHCMeHo yBsaoMASHWE A0 gpyraTa JorcsapRuia ca cTpada.
AsAcTereTs Hg CROPRIYMEHMETO Ce fpeKpaTABA oOT NbLPEMA OBH HEa “ETBBOTHA

Mecetl, Cnegpawy AATATE H3 NoNYYaBaHE HA YEESOMRSHMETCO OT ApyraTa forosapalla
ce CTpaHa. T

4. CuHMTaHO OT [IBTaTa Ha BNW3aHe B CWANA Ha HBCToALOTG CHDpaByMEHME,
Tepropckara cnorogba  Mmexay ApaguTencrEcToe Ha PenyBnuka MHAOHEIMA W
npaskTeEACTBOTO Ha Penyinuka Buhrapus, nognuveana B [JxawxapTa Ha 29 suyapu
2004 r., ¥ Cnopaaymandero MeENAyY npaspMTencTeoTo Ha PenySnuks WHAoHe=MA W
npasiTencTeaTo Ha Hapogaa Penybnuka BLArapua 2@ MHOHOMUMECKD M TEXHUMECKD
CETRYAHUYRCTED, Hoanucada B Codra Ha 12 okToMepr 1890 r,, ce npekparasar.

5. MNpexparasaHeTo Ha Tosa ChopasyHeHWMe HAMA g3 <2 OTpaaw Ha
BANUOHOCTTE #1 NPACABLAKWTENHOCTTA, HAa KOMTO M fia C2 Tekyly nporpaMy Haw
NPOSKTH, CKTOYEHM Chobpazlo Topa CRCpasyMeHve, MNOKATO TE3M MPorpamMM M
MPOeKTH He 3aBLPWAT, ageeH aKe forosapaliMTe e CrpaHu. He pewaT spyro.
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FEPUELIK INDGNESIA

- AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERMNMENT OF THE REPLBLIC OF BULGARIA
ON
ECONOMIC COOPERATION

FREAMELE

The Governmant of tha Repub ic of Indonesia and the Government of the Regublic
at Bulgasia (hereinafter calted "t e Contracking Parties"),

Recognizing that the EU membership of the Republic of Bulgaria and the obligation of
the Hepublic of Bulgaria steriming thereffom ragquire further imorovement ang
elaboraticn of tha contractual and lagal basis of biletaral ecoromic relations,
Confirming their will to davelop the positive effect of their traditional econamic
refarians,

Expressing the readiness to co-operate in finding the means and ways o
strengthaning and developing of the metually bensficiz| cooperation,

Considering the rights and obl gations deriving from che Accession Agreament signed
on April 25, 2005 bebwesn the Eurcozan Communities and their Membar States, oo the
ong par, 2nd tha Republic of Bulgaria, on the othar cart,

Believing that Republic of Bulgaria's accessicn o the Eurcpean Unicn will give naw
ozporienities for expending the bifateral econcmic cossaration,

Convinced that this Agresmert wili coatribute ta the devalspment of the economic
relafions betwaan tham i the new rezlity 2nd in perticelar o the enhancement af
the mutuzliy D=r-efgial trade, economic, teone 22° and technologicel zooosoatan,

Pursuant to the pravailing laws and seguatise in thels respeciive countriss,

Have agreed as follows:
CHAPTER T
CEIECTIVES
Article 1

The Contracting Parties shall gontribute for developing and expzanading their
mutuaity bansficial economic coooaration.

Article 2

" Tha Contracking Parties shall make efforts ta develsn their bilateral cooperation on a
wide basis, in-particular in the areas speciiied in Article 4 of this Agreament.

N




Article 3

The Contracting Parties shall davelop and expand their economic rosperation
threugh implementation of the measures specified in Articla 5 of this Agreement.

£l

CHAPTER IT
AREAS OF COOPERATION

Article 4

The areas of this econamic ¢oaperation shall include but not fimited to:
L Industry:
Heawvy equipment;
Metalturgy (ferrcus and ron-ferrous?,
Food processing machinery;
Electrenics and Elecirical Machinaries;
Petrochemical end oif-refinery;
Craative indosiry;
Irduskry Human Resources Capagity 8uilding,
Agricultura
- grop production 2nd steck-breeding;
- food induskry;
Forestry;
Energy and mineral s&ctor;
Research and dewalopment;
Construction and building industry;
Telzcommunication, computing and informatics;
. Transpost and logistics;
. Enwirgnment prokection;
10, Towrism;
11. Investment;
1Z2. SME cooperation;
13. Health care;
14, Sciencz and technclogy.

Article 5

With the wview o expanding &nd intenzifying the economis cooperaiion, the
Contracting Farties shall undertake measeres which shall include:

1. Strengthening the economic coogaration of the government institutions,
professional a-gaaizations and business cirgles, chambers and assodiations,
regiansl and losal bodies, including exchangs of economis information, of
mutual irkerest, 235 well as muetuzl visits of reprasentatives of fhe inshtluens
and the business of the Contracting Farties;

Providing incentivas for establishing of new and enhangiag existing businzss
contects, prodiating mudtuzl contacts and wisis of private persanz and
entresreneurs;

Business infarmaticn exchange, partictpation i international fairs and
exnibitions, providing assistance for the organization of events for business
representatives, serminars, conferences, symposia;

Contributing to an eahanced role of the semzll and medium-sized business in
tha bilaterzl economic relations;

Conperation in the field of marketing, consulting and expert services ia
the areas of mutual interast;

LA




6. Developing closar relations and coopération of financizl end banking

Insritutions;

7. Providing assistance for the davelopmeant of bilateral investmeant activity:

8. Providing assistance for the opening of representations and branches of
companies of the Contracting Parfies! '

. Promating international cooperation;

10.Enhancing tha cocperation on third covntriss' markets;

1t.Imformation, exchange onr programs and projecis, enceuraging the
involvement of entregreneurs in their implemantation.

CHAPTER ITI
IMPLEMENTING AGENCIES

Article B

For each Contracting Party the follawing  iastitutions shall oversae the
impiementation of this Agreameant:

a) In case of the Republic of Indonesia, the Coordinating Ministry for Econamic
Affairs; '

b} In case of the Rapublic of Buigaria, the Ministry of Econcmy, Energy and
Tourism,

CHAPTER IV
JOINT COMMITTEE QN ECONOMIC COOPERATION

Article 7

Jaint Econortic Committes (herzingfter referred to as “leint Committee")
is hergcby established by the Contracting Parties with the viaw bo acguiring
Ciogse coordination and gonguibatlon bevwsern the Contracting Farties inarder to
accamplish the obfeckives of this Agreement. The Jaint Committes shall mest
a#t regular intarvais at the Sznicr Qfficial level and its meetings should be
held alternztely 0 the Republic of Indonesia end in the Repuslic of Buicaria,
unless nbherwise agreed opon in particular cases.

The Joint Cemmiltes may establish sub-committaes or working groups if
deemed necessary. The Joint Committée may involve representatives of
ralzyvant organizatigns and institutions gs weedl 23 high-raznking
busingss represenzatives  of countries of the Contracting Parties, 23
appropridte, o ass st the implementation af this fgreemani, This may
include private sactor nacfkicipation in spzcialized working groups.

Unless the laint Corrmittee otherwise decides, the Co-chairgersons, which
shall compris2 of repraseatatives of {(he Indonesian sid2 2nd the Bulgarian
side, shall present o iL abt each of its regular meetings reporis covering
the activities of sub-Committees or working groups which may be
established under this Adrecment,
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Article 8

Within the framework of laws and regulations in force in the ressective countries
of the Contracting Parties, the following toples in particular should form the
basis of the Joint Committes activitles:
a) exchange of opinions on Macroeconemic issues in the twao countries;
" b) issues arising in connection wikth Business and investment ackivities;
C) promation of ezonomic, industrial and develocpment cooparation bebwean
natural and legal persens of countrizs of the Contracting Parties;

d} othier relevant teoics agreed unan by the Contracting Parties

Article ©

The Joint Cemrmrittee shall meet at time, agreed between the two
Contracting Parties throegh diplomatic channeals, alternatety in the Reoublic of
Indonzsia and in the Republic of Bulgaria.

2. The Co-chairpersenis shall agree on the calling and the agenda of fha respactive
meeting or the Joint Commities na iater than 1 {ona} month in advance,

3. Matters which have not been explicitly placed an the preliminary agenda
may be distussed &b the meaelinags of the Joint Commiittee by 2n agreasment of
the Co-chairpessans.

4, An axtracrdinary mesting of the Joint Committze or of its Co-chairpersons
may be convaned on a propesal by any of the Co-chairpersons,

5. Advisors and exparts may be invited ab the meetings of thz Joint Commities,

Tae working languags of tha Joint Committee shall be English.

ol

=4

Mindtes shali ba teken of every meeting and of the discussicns held thereal
which shall B2 deawn uo in English lanauage.

8 In the pezriod sefween mzeirngs the Co-chzirpzrsons of he Joint
Committae, ar the secretarigs on a2 girection by the Co-chairparsats, shal
discuss on an opsrational basis issues concerning the work of the loint
Commikheae,

CHAPTER ¥
OTHER PROVISIONS
Article 10
This Agrazment shall not prejudice the rights and obligations of the Contracting
Partizs stemming from other international agreements to which the Republic of
Indonesia and the Repudlic of Bulgaria arg parties and/or out of the memkbership of
Ene Republic of duigaria 1o tha EU,

Article 11

The annexes and pretocols o this Agreement shalt be an integral part heregf.
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Article 12

The Contracting parties shall provide each other intellectual properiy peotaction in
accardance with the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights, which Fforms an integrat part of the World Trade Oraarization (AT}
establishing Agreement, as well as other international treatizs concerning
intellectual property, to which both Parties are contracting parties.

CHAFTER VI
FIMNAL FROVISIONS

Article 13

The Contracting Parkties shall settle by means of negatiations 2ny disputes which
rfiay arise bekwesn thern regarding the imglementation and/or inkerpretation of this
Agreement.

Articla 14

Amandments to this Adreement shall be mads By mutoal asreemant between the
Contracting Parties execyied inindividual protecols for each amendment.

Article 15

1. This Agrezmeant shall erfer Into force o tha dafe of recarsang of the sezand
of the npoies witn which Contraciing Parties nolify gach other thal tha
internal procedures regquired for the entry into force of the Agreement save
been fulfilled,

2. Thiz Agrsemeant sheil remain in foree for saded of 5 {five) vezrs, and it shall
aultomatically be extzsnded thergafter for the szme peried, valess at 2ny time
either Contraciing Parly sobmits Lo the ather a writien natics of Bz intsntion
te terminate this Agresment & {six) mantins prior ko its terminalizn,

3. Each Cantracting Party 1o this Agrezment may terminate this Agreemen:, by
means of & writkes notification to thne other Contraziing party. The
termination shall takes effect an the first gay of the fourth manth foliowing tha
date on which the notification reczived Gy the other Contracting Parky.

4, O tha date of eatry iptg force of this Agreement, the Trads Agresiant
batween the Governmsznt of the Repuslic of Indonesia and ths Government of
the Republic of Bulgeriz, signed in Jakaste on Jepuary 257 2004, and the
Agreement between thz Government ©f the Republic of Indzresis and the
Government of the Feople's Republic of Bulgariz on Ecoaomiz and Technizal
Cooperation, signad ir Sofie on Ogtober 127, 5990, shali be terminated.

5. Tha termingtion of this Agra=ament shall not affect the validity and duration of
ANy on ¢oing prograrms and projects made under this Agresment until the
completion of such oregrams end projects unkess the Contracting Parties decida
atherwis=,

p

HHEFE SIS

et o’ e AL LR T i o

AN T LR e L

g

L o

R P L P )




IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly autherized therato by thair
respective Governmenis, have signed this Agreement.

DONE in duplicete at Lombok, Indonesia en this ninetaenth day of Novembar in
the year two thousind and ning in Indonesian, Bukgarian and English lznguage, all
texts being equally authentic. In case of any divergence of interprecation, the

English taxt shall pravall.

FOR THE GOVERMMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

L.F. M udi
Director Generat for America a Europe
Gepartment of Foreign Affairs

FOR THE GOVERMNMENT OF
THE REPUBLIC OF BULGARIA

Evgeny Anagelov
Deputy Minister of Economy,
Energy and Tourism




